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Abstrak
Dalam praktek pelayanan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggota maupun
kepada masyarakat, koperasi lazimnya mensyaratkan adanya suatu jaminan khusus
berupa benda bergerak (gadai) dengan maksud, apabila debitur wanprestasi terhadap
kreditnya maka kreditur bisa mengambil pelunasan atas hak tagihnya dari benda
jaminan gadai tersebut. Dalam prakteknya juga ternyata seringkali debitur tidak
berwenang atas barang jaminan gadai yang dijadikan jaminan hutang kepada
pihak koperasi pegadaian selaku pihak kreditur. Tidak berwenangnya debitur atas
barang gadainya tersebut biasanya karena barang gadai itu merupakan barang
pinjaman (milik pihak ke 3) yaitu barang titipan atau bahkan barang gadai tersebut
adalah hasil pencurian/perampasan/kejahatan (diperoleh dengan cara melawan
hukum) sehingga pihak koperasi yang menerima barang tersebut sebagai agunan
kreditnya menjadi terlibat dalam suatu permasalahan hukum yaitu tindak pidana
Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 KUHP. Padahal disisi lain
terdapat kelemahan atas bukti kepemilikan atas suatu benda bergerak yang menjadi
objek jaminan gadai, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1977 KUH Pdt yang
menyatakan “siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya”
Penelitian ini akan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dan
juga batasan pertanggungjawaban pidana koperasi atas jaminan gadai yang
diterimanya ketika barang gadai yang diberikan debitur tersebut diperoleh dengan
cara melawan hukum.
Abstract
In the practice of credit services distributed by cooperatives to members as well as to
the community, cooperatives typically require a special guarantee in the form of
movable objects (pawning) with the intention, if the debtor defaults on his credit, the
creditor can take repayment of the right of collection from the pledge object. In
practice it also turns out that often the debtor is not authorized to pledge mortgages
as collateral for loans to the pawnshop cooperative as the creditor. Debtor is not
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authorized for these pawns usually because the pawned item is a loan item (belong-
ing to a third party), that is, the safekeeping item or even the pawning item is the
result of theft / confiscation / crime (obtained by illegal means) so that the coopera-
tive that receives the item as collateral for credit, become involved in a legal prob-
lem, namely criminal offense as referred to in Article 480 of the Criminal Code.
Whereas on the other hand there are weaknesses on the evidence of ownership of a
movable object which is the object of a pledge, that is as stipulated in article 1977 of
the Indonesian Civil Code which states “who controls the movable object is consid-
ered to be the owner.” Cooperative criminal liability for the pledge that he receives
when the pawning goods provided by the debtor are obtained in an illegal manner.
1. Pendahuluan
Lembaga keuangan nonperbankan dalam
bentuk usaha koperasi selaku kreditur dimasya-
rakat disebut juga sebagai “Koperasi Pegadaian”.
Kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian
di indonesia juga terlihat jelas peranan pentingnya
sebagaimana dimuat dalam konstitusi kita yaitu
pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dan juga pada
pasal 4 undang undang nomor 25 tahun 1992
tentang Perkoperasian. Dalam penjelasan pasal 33
UUD 1945, misalnya koperasi jelas-jelas dinyatakan
sebagai bentuk usaha yang sesuai dengan sistem
perekonomian yang hendak dibangun di Indone-
sia. Sedangkan dalam pasal 4 UU No 25 tahun 1992,
antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah
untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan
demokrasi ekonomi.
Ketegasan pasal 33 UUD 1945 dan pasal 4
UU No. 25 tahun 1992 itu tentu tidak tanpa alasan.
Disatu pihak, kondisi perekonomian Indonesia
sudah lama ditandai oleh terjadinya kesenjangan
ekonomi. Padahal, di pihak lain masyarakat adil
dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia
adalah suatu masyarakat yang tidak mengenal
struktur kesenjangan sebagaimana dikemukakan
oleh penjelasan pasal 33 UUD 1945 (sebelum
amandemen), masyarakat adil dan makmur yang
hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masya-
rakat yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi.
Dalam masyarakat seperti itu kemakmuran masya-
rakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran
orang seorang. Dengan demikian, sejalan dengan
pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tadi untuk mewu-
judkan masyarakat ekonomi yang demokratis itu-
lah alasan tentang keberadaan koperasi perlu di-
pertahankan.
Salah satu jenis usaha yang dijalankan ko-
perasi adalah menyelenggarakan usaha simpan pin-
jam dengan memperoleh bunga pinjaman sebagai
suatu keuntungan. Koperasi yang menjalankan
usaha simpan pinjam merupakan salah satu jenis
lembaga keuangan non perbankan yang melayani
kredit atau bantuan permodalan bagi anggotanya
maupun warga masyarakat secara umum dengan
harapan penerima kredit dapat meraih kemajuan
pada sektor usaha yang memerlukan modal ter-
sebut seperti sektor industri, perdagangan, per-
tanian dan perhubungan akan memerlukan kredit
yang berfungsi untuk meningkatkan produksi bagi
usaha-usaha tersebut, sehingga melalui bantuan
kredit koperasi, usaha yang di kelola oleh masya-
rakat akan semakin berkembang.
Pelayanan kredit yang dilakukan oleh usaha
koperasi kepada masyarakat umum maka lazimnya
pengelola koperasi juga meminta adanya suatu
jaminan khusus dari debitur sehingga timbul suatu
keyakinan bahwa debitur pasti akan membayar
kembali kredit yang diterimanya. Jaminan khusus
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tersebut tentunya adalah suatu tanggungan yang
dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa suatu
kebendaan tertentu yang diserahkan debitur ke-
pada kreditur sebagai perjanjian tambahan dari
perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang.
Benda yang diserahkan debitur kepada kreditur
dimaksutkan sebagai tanggungan atas kredit yang
diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur
melunasi pinjaman tersebut. Apabila debitur wan-
prestasi maka pelunasan akan kredit tersebut
diambil dari benda jaminan hutang tersebut. De-
ngan kata lain jaminan disini berfungsi sebagai
sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau
utang dari debitur (Usman, 2009).
Dalam praktek penyaluran kredit yang dila-
kukan koperasi selaku kreditur yaitu dengan
mensyaratkan adanya suatu jaminan khusus
berupa jaminan kebendaan dalam bentuk benda
bergerak. Suatu hak yang diperoleh seorang ber-
piutang atas suatu benda bergerak, yang diserah-
kan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh
seorang yang lain atas namanya, dan memberikan
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk meng-
ambil pelunasan dari barang tersebut secara dida-
hulukan daripada orang berpiutang lainnya di-
sebut juga sebagai jaminan Gadai sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Sehingga
koperasi yang menyalurkan kredit dengan suatu
jaminan kebendaan berupa benda bergerak di-
masyarakat dikenal dengan istilah Koperasi
Pegadaian (Pakpahan, 2012).
Koperasi pegadaian sebagai lembaga ke-
uangan nonperbankan yang hadir ditengah-tengah
kebutuhan hidup masyarakat, nyatanya tumbuh
subur di Indonesia. Seperti di Jawa Timur misal-
nya, hampir semua kabupaten dan kota bahkan
kecamatan maupun kelurahan kita bisa menemu-
kan keberadaan koperasi yang demikian. Bahkan
di kota-kota tertentu seperti di kota malang kita
bisa dengan mudah menemukan koperasi yang de-
mikian, sehingga dapat kita pahami betapa jenis
usaha yang demikian sangat berkembang pesat
ditengah-tengah kebutuhan masyarakat yang se-
makin meningkat. Hadirnya lembaga kredit yang
demikian adalah sangat membantu perekonomiaan
masyarakat menengah kebawah yang membutuh-
kan ketersediaan modal untuk kehidupannya,
demikian juga di kalangan mahasiswa yang sering
kali membutuhkan biaya untuk keperluan per-
kuliahannya terutama seperti kota malang yang
merupakan kota pendidikan. Koperasi yang
demikian juga memiliki nama-nama yang beragam
seperti, Koperasi YUPPRY, Koperasi YUPRY JAYA
MANDIRI JAWA TIMUR, KOPERASI YAPUSA,
KOPERASI KOWABRID dan beberapa nama ko-
perasi yang lain, yang pada intinya salah satu jenis
usahanya adalah menyalurkan kredit kepada
masyarakat dengan suatu jaminan gadai.
Harus diakui bahwa ditengah peranan kope-
rasi pegadaian yang sangat membantu kehidupan
masyarakat saat ini disisi lain pemerintah juga
belum memberikan perhatian yang serius terkait
legalistas khusus untuk usaha tersebut sehingga
masih terdapat banyak kelemahan dan kekosongan
hukum terkait pengaturan usaha tersebut. Secara
umum kreditur berlindung dibawah usaha ko-
perasi sedangkan kreditur lain ada juga yang da-
lam bentuk usaha dagang. Meskipun perikatan
yang demikian sudah diatur dalam pasal 1150 sd
1159 KUH Perdata namun demi kepastian hukum
pemerintah juga harusnya mengatur lebih lanjut
lebih jelas untuk jenis usaha yang demikian.
Kehadiran koperasi pegadaian hadir untuk
menjawab tuntutan kebutuhan hidup masyarakat
yang begitu besar dan beragam sehingga keber-
adaan koperasi pegadaian tersebut sangatlah mem-
bantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya (Wisnuwardhani, 2018). Proses pela-
yanan penyaluran kreditnya yang begitu sederhana
dan cepat dan juga keberadaannya yang berbaur
dan menyatu di masyarakat merupakan daya tarik
tersendiri bagi masyarakat sehingga wajar jika
kopersi pegadaian menjadi primadona dalam
menjawab kebutuhan kredit dimasyarakat. Proses
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pelayanan penyaluran kredit yang sederhana dan
cepat tersebut dapat kita amati dari praktek gadai
yang terjadi yaitu, masyarakat (debitur) cukup de-
ngan membawakan barang bergerak seperti ba-
rang elektronik, perhiasan, bahan pecah belah,
sepeda motor dan barang bergerak lainnya ke ko-
perasi yang bersangkutan maka pinjaman uang ter-
sebut langsung bisa diterima dengan durasi waktu
yang sangat singkat yaitu sekitar 3 (tiga) menit.
Namun disisi lain hutang piutang dengan
jaminan benda bergerak yang demikian memiliki
banyak kelemahan dan rentan dengan masalah
hukum yang seringkali menyeret kreditur dalam
suatu permasalahan hukum pidana. Tidak sedikit
dari debitur yang menggadaiakan barangnya ke
koperasi pegadaian dimana setelah kredit diterima
baru terungkap kemudian dari pihak kepolisian
yang sedang melakukan penyelidikan/penyidikan
atau bahkan penyitaan (Budiarta, 2017). Atas suatu
tindak pidana tertentu baru terungkap kemudian
ternyata debitur tersebut tidak memiliki hak/
wewenang. Ketidak berwenangan debitur atas
barang gadainya tersebut biasaya terjadi karena
barang yang digadaikan tersebut adalah barang
sewaan (rental), barang titipan dan bahkan bisa
jadi barang tersebut diperoleh dari hasil suatu
tindak pidana baik tindak pidana penggelapan
maupun tindak pidana pencurian atau perampasan.
Kasus yang demikian kreditur yang menya-
lurkan kreditnya kepada debitur seringkali
menjadi ikut terseret kasus hukum pidana dan bah-
kan menjadi tersangka dan ditahan dengan tuduh-
an melakukan tindak pidana Penadahan (Amrulla,
2018) sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP,
sekalipun beberapa diantara mereka pada akhirnya
dilepaskan karena unsur perbuatannya tidak
terbukti secara hukum, namun peristiwa tersebut
menjadi suatu trauma tersendiri bagi kreditur apa-
lagi jika para kreditur tersebut belum pernah ber-
urusan secara hukum sebelumnya. Kejadian de-
mikian tentu menjadi suatu ketakutan dan kera-
guan tersendiri bahkan trauma bagi kreditur apa-
lagi mereka yang secara umum merupakan orang
yang tidak memahami hukum juga (Dalimunthe,
2017), sehingga tidak ada bukti formil yang dija-
dikan acuan untuk memastikan bahwa debitur se-
bagai pemilik yang sah atas barang gadai tersebut.
Fenomena yang demikian tentu sangat meng-
ganggu keberlangsungan usaha yang sedang
berkembang di masyarakat, hal ini sangatlah wajar
jika kreditur yang awalnya sebagai seorang yang
beritikat baik membantu masyarakat dalam peme-
nuhan kebutuhan hidupnya menjadi terlibat kasus
hukum karena tidak berwenangnya debitur atas
benda jaminan gadai yang diserahkannya
(Rusianto, 2013). Oleh sebab itu perlu dikaji dalam
konteks hukum pidana, terlebih pada batasan
pertanggungjawaban pidana kreditur dalam hal ini
koperasi pegadaian atas tidak berwenangnya de-
bitur atas barang gadainya. Hal ini perlu karena
bukti hak atas objek jaminan gadai sangatlah sub-
jektif dan bahkan lemah dalam pembuktiannya se-
hingga ditemukan titik singgung antara hubungan
hukum kontraktual yaitu hutang piutang dengan
jaminan gadai dengan pertanggungjawaban pidana
yang dikaitkan dengan tindak pidana penadahan.
2. Metode
Jenis metode penelitian hukum yang digu-
nakan untuk menjawab permasalahan dalam pene-
litian ini adalah tersebut adalah metode penelitian
hukum normatif, yaitu meneliti norma hukum da-
lam peraturan perundang undangan terkait ber-
kaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selain
itu juga perlu melihat langsung untuk mengkonfir-
masi bentuk penerapan norma hukum terkait
dalam praktek dilapangan. Konfirmasi tersebut
dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Kope-
rasi Yupri Jaya Mandiri Jawa Timur sekaligus kon-
firmasi permasalahan terkait terlebih pada pelak-
sanaan dan penyelesaiaan dalam praktek dilapangan.
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3.  Pembahasan
3.1. Bentuk pertanggungjawaban hukum kope-
rasi ketika debitur tidak berwenang ter-
hadap barang gadai yang diberikannya
Ketika perjanjian kredit sudah dilakukan
serta barang jaminan gadai sudah diserahkan (le-
vering) dan berada dalam penguasaan kreditur
dalam hal ini koperasi pegadaian maka setelah hal
tersebut berlalu jika debitur memang betul berwe-
nang atas barang jaminan gadinya maka hak dan
kewajiban dalam hukum gadailah yang akan ber-
laku, namun dalam hal debitur tidak berwenang
atas barang gadainya tersebut maka penyelesaian
permasalahan terkait selain secara keperdataan
juga secara pidana.
Dalam praktek dilapangan, ketidakberwe-
nangan debitur terhadap barang gadainya biasaya
karena barang yang digadaikan ternyata adalah
barang sewaan (rental), barang titipan bahkan bisa
jadi barang tersebut diperoleh dari hasil suatu tin-
dak pidana baik tindak pidana penggelapan mau-
pun tindak pidana pencurian (Mandiri, 2020).
Kasus yang demikian seringkali kita temui bahkan
mencuat dalam pemberitaan media dimana
seseorang meminjam barang atau meminjam ken-
daraan (rental) lalu menggadaikannya, seseorang
mencuri barang lalu barang hasil curian tersebut
digadaikan dan juga beberapa bentuk kejahatan
lainnya. Dalam praktek dilapangan sekalipun sudah
diperingatkan lisan dan dibuat peringatan tertulis
oleh pihak koperasi pegadaian.
Dalam hal barang gadai berupa benda ber-
gerak yang tidak terdaftar merupakan hal yang
tidak mudah untuk memastikan apakah atas ba-
rang tersebut debitur berwenang atau tidak
(Dalimunthe, 2017). Sehingga kreditur dalam prak-
teknya menerima agunan barang ketika debitur
menguasai dan mengaku sebagi pemilik barang ter-
sebut serta kreditur mempunyai keyakinan bahwa
debitur mempunyai kewenangan untuk benda
gadainya tersebut serta tidak ada rasa kecurigaan
dari kreditur kepada debitur berdasarkan prilaku
kebiasaannya dilingkungan / masyarakat sekitar
maka hal itu sudah cukup bagi kreditur untuk
menyalurkan kredit bagi sidebitur karena barang
bergerak tersebut pada dasarnya hanya merupa-
kan agunan pinjaman bukan untuk diperjualbelikan
(Diab, 2017). Berbeda dengan benda tetap terdaftar
seperti sepeda motor dan mobil yang membutuh-
kan pengecekan identitas kendaraan dan bukti ke-
pemilikan BPKB dan STNK dengan identitas de-
bitur, bahkan bisa jadi nama barang jaminan yang
demikian berbeda identitas debitur dengan nama
pemilik dalam STNK dan BPKB namun sepanjang
barang gadai yang demikian baik motor/mobil
juga turut diserahkan sebagai agunan berupa STNK
dan BPKB kendaraan terkait maka agunan tersebut
tetap diterima.
Dalam hal pemberi gadai (debitur) ternyata
tidak berwenang pada barang gadai yang diserah-
kannya, pada dasarnya memang penerima gadai
(kreditur) dilindungi secara hukum sebagaimana
termuat dalam pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata.
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan
bahwa tindakan menggadaikan disyaratakan ada-
nya kewenangan bertindak (pemindahan) pada
yang bersangkutan. Syarat ini dapat dijumpai
dalam Pasal 584 KUH Perdata. Syarat tersebut
merupakan pelaksanaan dari asas hukum yaitu asas
Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse
habet (Badrulzaman, 2010). Maksudnya ialah
bahwa tidak seorangpun yang dapat memindah-
kan haknya lebih dari pada yang dimilikinya atau
dengan kata lain tiada seorang pun dapat mene-
rima suatu hak dari tangan seorang yang tidak ber-
hak.
Dalam jaminan gadai ada kemungkinan
debitur yang menggadaikan barang itu sesung-
guhnya orang yang tidak mempunyai hak/ke-
wenangan untuk benda tersebut, bisa saja karena
barang tersebut adalah milik orang lain yang di-
pinjam atau ada kalanya barang gadai diperoleh
karena kejahatan seperti hasil tindak pidana pen-
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curian, penggelapan, perampasan namun demikian
perjanjian gadainya tetap sah (Wulandari at all.,
2018). Artinya bahwa ketidaktahuan pemberi
gadai adalah orang yang tak berwenang atas ben-
da tersebut menurut ketentuan Pasal 1154 Ayat
(4) KUH Perdata dengan tegas membuat perke-
cualian atas prinsip tersebut. Ketidak berwenangan
pemberi gadai tidak dapat dimajukan kepada
penerima gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1977
Ayat (1) KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa:
“terhadap benda bergerak yang tidak berupa
bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar
kepada pembawa maka barang siapa yang
menguasai dianggap pemiliknya”.
Dalam praktek dilapangan, seringkali pem-
beri gadai ternyata tidak mempunyai kewenangan
terhadap barang gadainya, dimana barang tersebut
merupakan barang milik orang lain yang diper-
olehnya berdasarkan hubungan hukum pinjam me-
minjam ataupun diperoleh dari hasil suatu kejahat-
an (Patrik & Kashadi. 2014). Biasanya setelah hak
gadai lahir maka pemilik yang sebenarnya terka-
dang datang ke Koperasi Pegadaian dan meminta
supaya barangnya dikembalikan, namun akan ter-
kendala untuk mengambil atau menebus barang
gadai karena penebusan barang gadai akan dila-
yani apabila pemberi gadai membawa surat perjan-
jian gadai (nota gadai) dan uang tebusan dari pin-
jaman pokoknya gadai tersebut. Karena jika pemi-
lik barang yang sebenarnya melunasi hutang
pokok, biaya-biaya dan bunga dari pinjaman pokok
tersebut maka pihak Koperasi Pegadaian juga akan
menyerahkan barang gadai tersebut pada pemilik
yang sebenarnya.
Disisi lain bilamana barang tersebut ternyata
benar merupakan barang hasil kejahatan seperti
hasil pencurian, penggelapan atau perampasan
maka pihak koperasi Pegadaian akan dimintai per-
tanggungjawaban pidana oleh pihak kepolisisan,
dan biasanya pihak kepolisian langsung menyita
barang gadai sebagai barang bukti dan membawa
kreditur untuk diperika yang biasanya di sangka
sebagai Penadah sebagaimana diatur dalam Pasal
480 KUH Pidana dengan ancaman pidana 4 tahun
penjara. Terkecuali dalam hal perkara terkait dapat
diselesaikan dengan mekanisme kekeluargaan /
perdamaian maka kreditur tersebut hanya dija-
dikan sebagai saksi (Soesilo, 1995). Meski dalam
kemungkinan terbaik hanya ditetapkan sebagai
saksi maka tetap saja kreditur akan tetap meng-
alami kerugian materil dari pinjaman pokok de-
bitur dikarenakan barang agunan sudah disita
pihak kepolisian sehingga kreditur kehilangan hak
dalam jaminan khusus dan hanya dilindungi se-
batas dengan jaminan umum sebagaimana diatur
dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata (dalam
prakteknya pinjaman pokok tersebut tidak akan
dibayar lagi).
Berbeda halnya dengan benda agunan beru-
pa benda bergerak terdaftar seperti sepeda mo-
tor maupun mobil yang memiliki bukti kepemilikan
berupa BPKB dan dilengkapi dengan STNK apalagi
dengan nyata barang gadai tersebut diserahkan
tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang sah
maka sudah pasti dengan mudah dimintai pertang-
gungjawaban secara pidana dengan mengenyam-
pingkan pasal 1977 dan 1154 ayat (4) KUH Perdata
(itikat buruk kreditur terbukti secara nyata dengan
menerima benda agunan yang bukan milik debitur
sendiri atau dengan patut diduga debitur bukan
pemilik atau tidak berwenang atas barang gadainya).
Dalam kasus yang berbeda, sering kali juga
kreditur menerima barang jaminan gadai ken-
daraan bermotor debitur hanya disertai dengan
STNK tanpa turut diserahkan BPKB sebagai
agunan kreditnya dengan alasan bahwa BPKB
kendaraan tersebut sedang dijaminkan di bank de-
ngan agunan jaminan fidusia. Dalam hal yang demi-
kian perlu diketahui bahwa untuk kendaraan
bermotor dimana STNK atas nama debitur atau
bukan adalah tidak menjadi parameter menentu-
kan bahwa debitur tersebut sebagai pemilik ken-
daraan tersebut. Oleh sebab itu mengacu Pasal 1977
KUH Perdata debitur yang boleh dianggap sebagai
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pemilik adalah debitur yang menguasai kendaraan
bermotor lengkap dengan BPKB dan dilengkapi
STNK sekalipun tidak atas nama debitur.
Sehingga ketika pihak Koperasi Pegadaian
menerima agunan gadai berupa kendaraan ber-
motor milik debitur yang sebelumnya sudah di-
agunkan dibank maka tentu perbuatan yang de-
mikian berpotensi menimbulkan masalah hukum
baru (Santoso, 2015). Bagi debitur sendiri selaku
pemberi fidusia yang mengalihkan benda jaminan
fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia ber-
dasarkan pasal 36 jo pasal 23 (2) UU No 42 tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia adalah perbuatan
pidana dengan ancaman pidana 2 tahun penjara
dan denda lima puluh juta rupiah. Sedangkan Pene-
rima fidusia yang memegang sertifikat jaminan
fidusia berhak menuntut barang jaminan fidusia
dari tangan siapapun dalam hal ini Koperasi
Pegadaian selaku penerima gadai karena hak droit
de suite dimana hak kreditur penerima fidusia
senantiasa melekat pada benda ditangan siapapun
benda itu berada (pasal 20 UU No.42 tahun 1999).
Sekalipun proses gadai sesuai dengan prosedur
yang sudah ditentukan undang undang namun jika
barang gadainya adalah barang agunan fidusia
maka koperasi pegadaian tidak dapat mengalahkan
hak pemegang jaminan fidusia (hak Preferensi).
Pihak koperasi pegadaian yang menerima agunan
gadai objek fidusia hanya dapat menuntut dari
siapa barang itu dia peroleh, tetapi tidak sekali-
kali melemahkan kedudukan pemegang jaminan
fidusia yang sudah memegang sertifikat fidusia.
Bagi pihak koperasi pegadaian yang mene-
rima barang agunan fidusia sebagai agunan gadai
maka koperasi pegadaian akan kehilangan hak pre-
ferennya bila pembebanan jaminan fiducia tersebut
sudah dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan
pada kantor pendaftaran fiducia serta kreditur
sudah mendapatkan sertifikat fidusia atas benda
jaminan tersebut (agunan fidusia sah secara
hukum), yang mana yang berhak penuh akan benda
jaminan tersebut adalah kreditur penerima fidusia
(Setionoi, 2018), namun bilamana benda jaminan
fidusia tersebut belum didaftarkan (belum
memiliki sertifikat jaminan fidusia) maka barang
jaminan tersebut merupakan jaminan umum dan
bahkan bisa jadi jaminan khusus bagi penerima
gadai dalam hal ini Pihak Koperasi Pegadaian.
Akan tetapi jika Pihak Koperasi Pegadaian
sudah mengetahui sebelumnya bahwa barang
gadai tersebut merupakan barang jaminan fiducia,
tetapi tetap menerima barang gadai tersebut se-
bagai jaminan kredit debitur, dan sekalipun tidak
ada maksud kreditur untuk mendapat keuntungan
yang melebihi apa yang seharusnya menjadi
haknya dari barang gadai yang diterimanya itu,
maka tindakan kreditur yang demikian telah me-
langgar hukum dan dapat dipidana karena telah
melakukan tindak pidana Penadahan (heling)
sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 KUH
Pidana dan jika barang tersebut juga sudah terlan-
jur dijual maka kreditur bisa juga dimintai per-
tangungjawaban pidana Pasal 372 KUH Pidana ten-
tang tindak Pidana Penggelapan dengan ancaman
pidana 4 tahun penjara karena dalam jaminan
fidusia hak kepemilikan atas benda jaminan sudah
dialihkan kepada kreditur.
3.2. Batasan Pertanggungjawaban Pidana
Koperasi Ketika Debitur Tidak Berwenang
Terhadap Barang Gadainya
Dari uraian pembahasan diatas dapat kita
lihat bahwa dalam hal debitur tidak berwenang
atas barang gadainya maka sesungguhnya terdapat
pengaturan dalam dua peraturan perundang-
undangan yang berbeda dan sepintas saling ber-
tolak belakang dimana Kreditur dalam hal ini pihak
koperasi pegadaian terlindung dengan pasal 1977
dan 1154 ayat (4) KUH Pdt sedangkan secara
pidana juga bisa memenuhi pasal 480 KUH Pidana
yaitu tindak pidana Penadahan. Sekalipun per-
aturan tersebut berdiri sendiri hanya saja berkaitan
pada perbuatan hukum yang sama.
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Persoalan Pidana adalah suatu permasalahan
yang ditakuti banyak orang termasuk dalam hal
ini Koperasi Pegadaian selaku kreditur yang meja-
lankan usaha (bisnis) karena secara umum disertai
dengan ancaman pemidanaan (perampasan ke-
bebasan), berbeda dengan permasalahan perdata
yang hanya disertai dengan ancaman ganti keru-
gian (Gunawan, 2019). Oleh sebab itu perlu di-
jelaskan secara rinci batasan pertanggungjawaban
secara yuridis kreditur Penerima Gadai ketika di-
hadapkan atau dimintai pertanggungjawaban
pidana Pasal 480 KUH Pidana.
Jika mengamati teks bunyi norma pasal 480
KUH Pidana tersebut maka tidaklah mudah mema-
haminya karena unsur norma pasalnya yang tidak
secara tegas memberikan pembatasan makna
norma sehingga pasal tersebut disebut sebagai
pasal pidana “karet” atau dalam bahasa praktek
disebut juga sebagai pasal “keranjang sampah” di-
mana pasal tersebut sangat rentan untuk disalah-
gunakan oknum pihak tertentu dan untuk tujuan
tertentu karena unsur pasalnya sangat umum dan
mudah diterapkan dalam suatu perbuatan tertentu.
Dalam praktek penyelidikan pasal ini seringkali
digunakan oleh oknum yang tidak profesional
(coruptif) tertentu untuk menggiring penyelesaian
perkara secara kekeluargaan / perdamaian dengan
meminta “imbalan” tertentu.
Adapun bunyi pasal tindak pidana Penadah-
an (Heling) sebagaimana diatur dalam pasal 480
KUH Pidana. Pasal 480 KUHP tersebut merupakan
gabungan delik sengaja (mengetahui) barang itu
berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa)
ditandai dengan kata-kata “patut dapat menge-
tahui” barang itu berasal dari kejahatan. Hal ini
disebut delik “pro parte doleus pro parte culpa” (sepa-
ruh sengaja separuh kelalaian). Jadi delik itu dapat
dilakukan dengan sengaja dan juga dengan culpa.
Oleh sebab itu penadahan termasuk delik pemu-
dahan, karena dengan adanya penadah memudah-
kan orang melakukan kejahatan seperti pencurian.
Jika ada yang menadah tentu memudahkan
orang mencuri karena ada tempat penyaluran hasil
pencurian. Apalagi jika pencurian itu terorgani-
sasikan. (Hamzah, 2015). Dari unsur pasal tersebut
unsur kesengajaan atau culpa dirumuskan secara
alternatif artinya penerima gadai bisa jadi menga-
tahui atau patut mengetahui barang adalah hasil
kejahatan. Unsur tersebut adalah unsur subjektif
atau perorangan atau mengenai jalan pikiran atau
jalan perasaan seorang pelaku (Prodjodikoro,
1980). Sehingga dalam prakteknya yang biasanya
dianggap terbukti adalah unsur culpa yaitu sipe-
laku penadahan dapat dianggap patut harus dapat
menyangka asalnya barang dari kejahatan. Jarang
dapat dibuktikan, sipenadah tahu benar akan hal
tersebut.
Kategori penadah yang dengan sengaja me-
nerima, menampung atau membeli barang yang
nyata-nyata dia ketahui hasil kejahatan dengan
tujuan memperoleh untung yang sangat besar juga
tidak bisa kita pungkiri keberadaannya yang ada
di lingkungan kita dimana mereka biasanya
melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dan
tanpa diketahui orang lain (melakukan transaksi
gelap) (Mulyono, & Arief, 2016). Namun berbeda
halnya dengan jenis usaha koperasi pegadaian yang
dengan nyata nyata menjalankan usaha menerima
barang gadai yang terbuka untuk umum lengkap
dengan perizinan terkait namun seringkali
terbentuk karena kelemahan bukti kepemilikan
benda bergerak yang diatur dalam pasal 1977 KUH
Pdt dan sekalipun dilindungi dengan pasal 1154
(4) KUH Pdt namun bisa jadi dimintai pertang-
gungjawaban pasal 480 KUH Pidana dengan unsur
subjektif “patut disangkanya diperoleh karena
kejahatan”.
Jika unsur “kepatutan untuk dapat menduga”
terdakwa mengenai unsur-unsur atau mengenai
salah satu dari unsur-unsur tersebut ternyata tidak
dapat ia buktikan sedangkan Jaksa Penuntut Umum
hanya mendakwakan unsur “waarvan hij redelijkerwijs
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moet vermoeden” terhadap terdakwa didalam surat
dakwaanya, maka akan memberikan putusannya
bebas bagi terdakwa (Lamintang, 1989). Oleh sebab
itu dalam konteks barang gadai yang diterima oleh
pihak koperasi pegadaian sebagai agunan kredit
dimana barang bergerak tersebut diperoleh de-
ngan cara melawan hukum “hasil kejahatan” pada
dasarnya kreditur bisa terbebas dari tuduhan
penadahan sepajang gadai tersebut dilakukan
dengan “itikad baik” sebagaimana dimaksud oleh
pasal 1154 ayat (4) dan pasal 1977 KUH Pdt.
Ketika pihak koperasi pegadaian menerima
barang gadai yang tanpa sepengetahuannya meru-
pakan barang hasil kejahatan maka pihak koperasi
pegadaian tidak termasuk sebagai penadah seba-
gaimana dirumuskan dalam pasal 480 KUH Pidana
karena unsur-unsur delik penadahan (heling) tidak
terpenuhi (Saputra, 2019), sepanjang pihak
koperasi pegadaian menerima barang gadai ter-
sebut sesuai mekanisme dan harga yang dite-
tapkan pada umumnya, dan tidak ada maksud
untuk mengambil keuntungan yang melebihi apa
yang seharusnya menjadi haknya dari barang gadai
yang diterimanya serta tidak ada kecurigaan pene-
rima gadai pada subjek pemberi gadai tersebut
yang dalam artian pemberi gadai tidak diragukan
kewenangannya akan barang gadainya.
Dalam hal koperasi pegadaian penerima
barang jaminan gadai dengan itikad baik dan
bilamana dikemudian hari baru diketahui bahwa
barang tersebut ternyata barang yang diperoleh
dari hasil kejahatan maka sepanjang prosesnya di-
lakukan dengan itikat baik maka kreditur tersebut
dalam hal ini harus dilindungi oleh hukum
(Hermanto, 2017). Prinsip tersebut merupakan hal
yang logis, sehingga perlindungan patut diberikan
kepada siapa saja yang memperoleh suatu hak atas
benda bergerak tak bernama, termasuk yang mem-
peroleh suatu hak gadai. Ukuran itikad baik di sini
adalah pemegang gadai menduga / meyakini
bahwa pemberi gadai adalah pemilik sebenarnya
dan hak pemberi gadai itu tidak disanksikan (Badru-
zaman, 2008). R. Subekti menitik beratkan pada
masalah kejujuran dari orang menerima barang,
seandainya terjadi masalah penyerahan benda
gadai dari orang yang tidak berhak, perjanjian
gadai yang telah dilaksanakan sah. Hal ini dika-
renakan penerima benda gadai tersebut berhak be-
ranggapan bahwa orang tersebut sebagai pemilik
(Subekti, 1990).
Lebih lanjut terkait elemen penting dari
pasal 480 tersebut adalah “sipelaku (terdakwa
penadah) harus mengetahui atau patut menyangka”
bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini
terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal
barang itu dari kejahatan apa (pencurian, peng-
gelapan, penipuan, pemerasan dll), akan tetapi
sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka
(mengira, mencurigai) bahwa barang itu gelap
bukan barang yang terang (Djumhana, 2018).
Memang sulit membuktikannya akan tetapi dalam
prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan
atau cara dibelinya barang itu, misalnya sibeli
dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara
bersembunyi yang menurut ditempat tersebut
memang mencurigakan (Soesilo, 1995).
Lebih kongkrit kreditur penerima gadai
dalam hal ini koperasi pegadaian jika ingin ter-
bebas dari jeratan pidana penadahan maka kreditur
harus dengan itikat baik saat menerima barang
agunan gadai. Itikat baik dalam hal ini harus de-
ngan itikat baik yang sempurna misalnya ketika
barang gadai itu benda bergerak terdaftar seperti
kendaraan bermotor maka ketika kendaraan
bermotor tersebut yang digadaikan maka harus
turut serta degan BPKB dan dilengkapi dengan
STNK kendaraan tersebut selain identitas resmi
debitur (seperti foto copy KTP).
Ketika barang gadai tersebut adalah benda
bergerak tidak terdaftar maka selain meminta
identitas resmi debitur maka juga harus bertanya
bahkan mewawancarai debitur terkait kepemilikan
barang tersebut, bahkan ketika barang yang
digadaikan itu adalah barang elektronik seperti
Batasan pertanggungjawaban pidana koperasi atas tidak berwenangnya debitur terhadap barang gadainya
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handphone, lapotop, kamera dll bisa meneliti dan
mengkonfirmasi/menyesuaikan isinya dengan
debitur sepeti data atau foto terkait/sama atau
mengandung kesamaan kepada debitur dan proses
perjanjian kreditnya harus layak dan patut, selain
hal itu perlu juga diamati gerak gerik debitur jika
dengan mimik atau bahasa tubuh debitur patut
dicurigai atau memberikan identitas dan informasi
yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/kon-
firmasi barang gadai yang diberikan maka ada
baiknya ditolak supaya tidak menimbulkan
masalah hukum dikemudian hari dan juga harus
diperhatikan (Subagia, 2018). Paling tidak kreditur/
koperasi pegadaian sudah sudah berupaya mak-
simal tentu hal itu semua sebagai bentuk itikat baik
dari pihak Koperasi Pegadaian yang jujur yang nan-
tinya bisa digunakan sebagai dasar bilamana ada-
nya laporan kekepolisian terkait dugaan tindak pi-
dana penadahan.
4. Simpulan
Pertanggung jawaban pidana Koperasi
ketika debitur tidak berwenang terhadap barang
gadai yang diberikannya adalah mengacu pada
padal 480 KUH Pidana yaitu tindak pidana penadah
(heling). Ketika kreditur dalam hal ini koperasi
pegadaian yang menjalankan usaha menyalurkan
kredit dengan jaminan gadai bisa dimintai per-
tanggungjawaban pidana ketika kreditur menge-
tahui barang gadai tersebut adalah barang hasil
kejahatan atau dari proses penyeluran kredit ter-
sebut patut diduga bahwa barang gadai tersebut
diperoleh dari hasil suatu kejahatan. Karena pasal
pidana tersebut adalah pasal pidana karet yang
bersifat umum yang bisa saja dengan mudah untuk
dikenakan kepada seorang kreditur karena adanya
unsur subjektif dalam norma pasal tersebut yaitu
“yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari
kejahatan.
Perbuatan gadai pada dasarnya adalah
perikatan perdata sebagaimana diatur dalam KUH
Pdt dimana objek perjanjian gadai adalah benda
bergerak yang bukti pemilikannya mengacu pada
pasal 1977 KUH Pdt. Selain itu Berdasarkan pasal
1154 ayat (4) dapat membebaskan pertanggung-
jawaban hukum terhadap kreditur dalam hal
debitur tidak berwenang atas barang gadainya
(barang gadai merupakan hasil kejahatan) jika se-
menjak semula perjanjian dan proses penyaluran
kredit dengan jaminan gadai tersebut dibuat de-
ngan itikat baik. Oleh sebab itu batasan pertang-
gungjawaban koperasi atas barang gadai debitur
yang diperoleh dengan cara melawan hukum ter-
letak pada “itikat baik” koperasi pegadaian selaku
kreditur. Itikat baik yang dimaksud tidak hanya
itikat baik formil melainkan harus itikat baik yang
materil. Sehingga semenjak semula harus benar
benar dengan hati-hati dalam menerima barang
dan melakukan upaya konfirmasi/penelusuran
untuk menimbulkan keyakinan bahwa barang
gadai tersebut adalah barang milik debitur sendiri
dan bukan merupakan hasil kejahatan. Sehingga
dengan demikian kreditur bisa terbebas dari
pertanggunngjawaban pidana.
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